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ABSTRACT
This study aims to examine and analyze the juridical implications of land rights transfers through court decisions 
and identify the challenges and obstacles encountered in transferring them. This study uses normative legal research 
with conceptual, case, and comparative approaches. The collected legal material is then qualitatively analyzed to 
describe the problem and answer study purposes. The results show that the dispute resolution of land rights transfers 
through inkracht court decisions can provide legal certainty and positive impacts for the disputing parties. However, 
some negative effects need to be anticipated and managed effectively. Furthermore, challenges and obstacles are faced 
when executing land rights transfers based on inkracht court decisions, necessitating efforts to improve the court 
decision enforcement system. Improving the court decision enforcement system involves the active participation of 
the government, law enforcement, land agencies, and parties involved in land rights transfer disputes. Therefore, it 
is recommended that parties involved in land rights transfer disputes consider the negative impacts of inkracht court 
decisions by collaborating with law enforcement. Through good cooperation and coordination among agencies and 
enhanced law enforcement capacity, it is hoped that the land rights dispute resolution system transfer can create 
legal certainty and promote the economic value growth of disputed land, ultimately impacting the productivity and 
welfare of the surrounding community.
Keyword: Court Decisions; Dispute Resolution; Juridical Implications; Land Rights; Transfer of Rights.

ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis implikasi yuridis dari peralihan hak atas tanah melalui 
putusan pengadilan, serta mengidentifikasi tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam peralihan tersebut. 
Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual, kasus, dan perbandingan. 
Bahan hukum yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mendeskripsikan masalah dan menjawab 
tujuan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa peralihan hak atas tanah melalui 
putusan pengadilan inkracht dapat memberikan kepastian hukum dan dampak positif bagi para pihak yang 
bersengketa. Namun, beberapa efek negatif perlu diantisipasi dan dikelola secara efektif. Selain itu, tantangan dan 
kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan peralihan hak atas tanah berdasarkan putusan pengadilan inkracht, 
memerlukan upaya untuk memperbaiki sistem penegakan putusan pengadilan. Pembenahan sistem penegakan 
putusan pengadilan melibatkan partisipasi aktif pemerintah, penegak hukum, lembaga pertanahan, dan pihak-
pihak yang terlibat dalam sengketa pengalihan hak atas tanah. Oleh karena itu, direkomendasikan agar para 
pihak yang terlibat dalam sengketa pengalihan hak atas tanah mempertimbangkan dampak negatif dari putusan 
pengadilan inkracht dengan bekerjasama dengan penegak hukum. Melalui kerjasama dan koordinasi yang baik 
antar instansi serta peningkatan kapasitas penegakan hukum, diharapkan sistem penyelesaian sengketa pengalihan 
hak atas tanah dapat menciptakan kepastian hukum dan mendorong pertumbuhan nilai ekonomi tanah sengketa, 
yang pada akhirnya berdampak pada produktivitas dan kesejahteraan masyarakat sekitar.
Kata Kunci: Hak Atas Tanah; Implikasi Yuridis; Penyelesaian Sengketa; Peralihan Hak; Putusan Pengadilan.

INTRODUCTION
The land is a vital natural resource with a strategic 

role in human life, serving as a critical component in 
development and significantly contributing to people’s 
prosperity (Lestari, 2020). Therefore, responsible and 
optimal land utilization is essential for maximizing 
public well-being. In the context of land distribution, 
the principles of justice and equity must be upheld 
(Putri & Silviana, 2022). This principle ensures that 
every individual and community group has equal rights 
to own and utilize the land.

Implementing these principles will create a 
conducive environment for economic growth and 
overall societal welfare. To achieve this goal, transparent 
and effective regulations and policies regarding land 
use and distribution are necessary. These policies must 
accommodate the interests of various stakeholders, 

PENDAHULUAN
Tanah merupakan sumber daya alam yang vital dan 

memiliki peran strategis dalam kehidupan manusia, 
merupakan komponen penting dalam pembangunan dan 
memberikan kontribusi nyata bagi kemakmuran rakyat. 
Oleh karena itu, pemanfaatan tanah yang bertanggung 
jawab dan optimal sangat penting untuk memaksimalkan 
kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks pembagian 
tanah, prinsip keadilan dan pemerataan harus dijunjung 
tinggi. Prinsip ini menjamin bahwa setiap individu 
dan kelompok masyarakat mempunyai hak yang sama 
untuk memiliki dan memanfaatkan tanah.

Menerapkan prinsip-prinsip ini akan menciptakan 
lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi 
dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. 
Untuk mencapai tujuan ini, peraturan dan kebijakan 
yang transparan dan efektif mengenai penggunaan 
dan distribusi tanah diperlukan. Kebijakan tersebut 
harus mengakomodir kepentingan berbagai pemangku 
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including the government, public, and private sectors 
while maintaining a balance between economic 
growth, social justice, and environmental sustainability 
(Bryhady, 2021).

In land management and ownership, land rights 
are a crucial element. Land rights are those granted 
to individuals or legal entities to obtain, possess, and 
utilize land under applicable regulations. Land rights 
provide legal certainty and security for landowners 
in managing and controlling the natural resources on 
their land. Legal certainty in land rights encompasses 
the recognition and protection of ownership rights, 
management rights, and other land-related rights. 
With legal certainty, landowners can securely manage 
and utilize their land, avoiding potential conflicts and 
disputes that may arise.

Furthermore, landowners’ security in owning 
and managing land is a top priority. This security 
includes protection against third-party interference, 
fair enforcement of regulations, and thorough dispute 
resolution. In this context, the government and law 
enforcers maintain security and order in land use and 
management.

For the community, the land is considered a natural 
resource that supports life and a valuable asset with a 
high market value. Land prices increase with economic 
growth and infrastructure development, especially in 
urban areas and regions with development potential 
(Widodo & Musthofa, 2022). The high market value of 
land makes it an attractive asset for the public, both for 
investment purposes and daily needs. In this regard, 
land can serve as a significant source of income for its 
owner, whether through sales, rentals, or productive 
activities such as agriculture, industry, and tourism 
(Cahyaningrum, 2019).

Due to the high market value of land, sale and 
purchase transactions often involve substantial 
amounts of money, making it essential for the parties 
involved to ensure these transactions’ legitimacy and 
legal certainty. This anticipation avoids potential losses 
and conflicts arising from misunderstandings or misuse 
of land rights.

As one of the methods of transferring land rights, 
the sale and purchase transaction is a process in which 
the rights of an individual or legal entity over land are 
transferred to another party (Damayanti & Priyono, 
2022). According to Indonesian land law provisions, 
Law Number 5 of 1960 and its implementing regulations 
govern the transfer of land rights. This transfer occurs 
through specific legal acts, such as sale and purchase, 
exchange, granting, a bequest by a will, grant under 
tradition, inclusion in a company, auction, or other 
legal acts of transferring rights.

kepentingan, baik pemerintah, masyarakat, maupun 
swasta dengan tetap menjaga keseimbangan antara 
pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, dan kelestarian 
lingkungan.

Dalam pengelolaan dan kepemilikan tanah, hak atas 
tanah merupakan unsur yang sangat penting. Hak atas 
tanah adalah hak yang diberikan kepada orang pribadi 
atau badan hukum untuk memperoleh, menguasai, 
dan memanfaatkan tanah berdasarkan peraturan yang 
berlaku. Hak atas tanah memberikan kepastian dan 
keamanan hukum bagi pemilik tanah dalam mengelola 
dan menguasai sumber daya alam yang ada di atas 
tanahnya. Kepastian hukum hak atas tanah meliputi 
pengakuan dan perlindungan hak milik, hak pengelolaan, 
dan hak-hak lain yang berkaitan dengan tanah. Dengan 
adanya kepastian hukum, pemilik tanah dapat mengelola 
dan memanfaatkan tanahnya dengan aman, terhindar 
dari potensi konflik dan sengketa yang mungkin timbul.

Selain itu, keamanan pemilik tanah dalam 
memiliki dan mengelola tanah menjadi prioritas 
utama. Keamanan ini mencakup perlindungan terhadap 
campur tangan pihak ketiga, penegakan peraturan yang 
adil, dan penyelesaian sengketa secara menyeluruh. 
Dalam konteks ini, pemerintah dan penegak hukum 
sangat penting dalam menjaga keamanan dan 
ketertiban dalam penggunaan dan pengelolaan tanah.

Bagi masyarakat, tanah dianggap sebagai sumber 
daya alam yang mendukung kehidupan dan aset 
berharga dengan nilai pasar yang tinggi. Harga tanah 
cenderung meningkat seiring dengan pertumbuhan 
ekonomi dan pembangunan infrastruktur, terutama 
di daerah perkotaan dan daerah yang berpotensi 
untuk dikembangkan. Nilai pasar tanah yang tinggi 
menjadikannya aset yang menarik bagi masyarakat, 
baik untuk tujuan investasi maupun kebutuhan sehari-
hari. Dalam hal ini, tanah dapat menjadi sumber 
pendapatan yang signifikan bagi pemiliknya, baik 
melalui penjualan, persewaan, maupun kegiatan 
produktif seperti pertanian, industri, dan pariwisata.

Karena tingginya nilai pasar tanah, transaksi jual 
beli seringkali melibatkan uang dalam jumlah besar, 
sehingga penting bagi para pihak yang terlibat untuk 
memastikan legitimasi dan kepastian hukum transaksi 
tersebut. Antisipasi ini menghindari potensi kerugian 
dan konflik yang timbul akibat kesalahpahaman atau 
penyalahgunaan hak atas tanah.

Sebagai salah satu cara peralihan hak atas tanah, 
transaksi jual beli adalah suatu proses dimana hak 
seseorang atau badan hukum atas tanah dialihkan 
kepada pihak lain. Menurut ketentuan hukum 
pertanahan Indonesia, UU Nomor 5 Tahun 1960 dan 
peraturan pelaksanaannya mengatur tentang peralihan 
hak atas tanah. Peralihan ini terjadi melalui perbuatan 
hukum tertentu, seperti jual beli, tukar menukar, 
pemberian, pemberian wasiat, hibah menurut tradisi, 
penyertaan dalam suatu perseroan, pelelangan, atau 
perbuatan hukum peralihan hak lainnya.
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Each legal act of transferring land rights has specific 
rules and procedures for execution and registration. GR 
Number 24 of 1997 is the implementing regulation of 
Law Number 5 of 1960 related to land registration. Law 
Number 5 of 1960 and implement regulations aim to 
ensure land rights transfers are carried out correctly, 
legally, and relatively while providing legal certainty 
for the parties involved.

The Land Deed Making Officer (LDMO) role is 
crucial in executing legal acts of land rights transfers. 
The LDMO creates a Deed of Sale and Purchase that 
record land rights transfers according to applicable 
regulations. This Deed of Sale and Purchase ensure 
land rights transfers be legally executed and registered 
in the government-managed land registration system.

Although legal acts of land rights transfers 
are regulated, several issues often arise in their 
implementation. One common issue is land rights 
disputes, which may be caused by legality, unclear 
land boundaries, document forgery, conflicting 
interests, or abuse of authority (Oleh & Ivan, 2022). 
Sale and purchase transactions are the legal acts most 
frequently causing land rights transfer disputes. One 
reason for this is the lack of clarity on land ownership. 
Before conducting a sale and purchase transaction, the 
buyer must verify the land’s owner. This verification 
is necessary because many cases of land ownership 
disputes occur at a later date.

On the other hand, disputes in land sale and 
purchase transactions can also occur due to the practice 
of making merely private agreements. Essential 
documents such as land certificates and agreements 
are often not provided to the buyer in their entirety 
or handed over in land sale and purchase transactions 
using private agreements. Consequently, when 
disputes or claims over land ownership rights arise, 
it is challenging to prove the legitimacy of ownership, 
resulting in significant costs and time spent to resolve 
the issue. In addition to causing conflicts among the 
parties involved, land rights disputes negatively impact 
community life. Furthermore, land rights disputes can 
hinder the development and utilization of land for 
economic and social purposes.

Land rights dispute resolution can be achieved 
through various means, such as mediation, arbitration, 
or court proceedings. The government and legal 
institutions must collaborate to create a fair, swift, 
and efficient dispute resolution mechanism (Lestarini, 
2016). In some cases, court decisions that have obtained 
legal force can annul legal acts of land rights transfers. 
Therefore, the government and law enforcement must 
address this issue thoroughly and effectively.

Setiap perbuatan hukum peralihan hak atas 
tanah mempunyai aturan dan tata cara pelaksanaan 
dan pendaftaran tertentu. PP Nomor 24 Tahun 1997 
merupakan peraturan pelaksanaan dari UU Nomor 5 
Tahun 1960 terkait pendaftaran tanah. UU Nomor 5 
Tahun 1960 dan peraturan pelaksanaannya bertujuan 
agar peralihan hak atas tanah dilakukan secara benar, 
sah, dan relatif dengan tetap memberikan kepastian 
hukum bagi para pihak yang terlibat.

Peran Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sangat 
penting dalam melaksanakan perbuatan hukum 
peralihan hak atas tanah. PPAT membuat Akta Jual 
Beli yang mencatat peralihan hak atas tanah menurut 
ketentuan yang berlaku. Akta Jual Beli ini memastikan 
peralihan hak atas tanah dilaksanakan secara sah dan 
didaftarkan dalam sistem pendaftaran tanah yang 
dikelola pemerintah.

Meskipun perbuatan hukum peralihan hak atas 
tanah diatur, namun dalam pelaksanaannya sering 
timbul beberapa persoalan. Salah satu permasalahan 
yang sering terjadi adalah sengketa hak atas tanah, 
yang dapat disebabkan oleh legalitas, batas tanah yang 
tidak jelas, pemalsuan dokumen, konflik kepentingan, 
atau penyalahgunaan wewenang. Transaksi jual beli 
merupakan perbuatan hukum yang paling sering 
menimbulkan sengketa peralihan hak atas tanah. Salah 
satu penyebabnya adalah ketidakjelasan kepemilikan 
tanah. Sebelum melakukan transaksi jual beli, pembeli 
harus memverifikasi pemilik tanah. Verifikasi ini 
diperlukan karena banyak kasus sengketa kepemilikan 
tanah terjadi di kemudian hari.

Di sisi lain, sengketa dalam transaksi jual beli 
tanah juga dapat terjadi akibat praktik pembuatan 
akta di bawah tangan. Dalam transaksi jual beli tanah 
dengan menggunakan akta di bawah tangan, seringkali 
dokumen-dokumen penting seperti sertifikat dan 
perjanjian tanah tidak diberikan kepada pembeli 
secara utuh atau tidak diserahkan sama sekali. 
Akibatnya, ketika sengketa atau klaim atas hak 
kepemilikan tanah muncul, sulit untuk membuktikan 
keabsahan kepemilikan, yang mengakibatkan biaya dan 
waktu yang signifikan untuk menyelesaikan masalah 
tersebut. Selain menimbulkan konflik antar pihak yang 
terlibat, sengketa hak atas tanah berdampak negatif 
terhadap kehidupan masyarakat. Selain itu, sengketa 
hak atas tanah dapat menghambat pengembangan dan 
pemanfaatan tanah untuk tujuan ekonomi dan sosial.

Penyelesaian sengketa hak atas tanah dapat 
ditempuh melalui berbagai cara, seperti mediasi, 
arbitrasi, atau proses pengadilan. Pemerintah 
dan lembaga hukum harus berkolaborasi untuk 
menciptakan mekanisme penyelesaian sengketa yang 
adil, cepat, dan efisien. Dalam beberapa kasus, putusan 
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum 
dapat membatalkan perbuatan hukum peralihan 
hak atas tanah. Oleh karena itu, pemerintah dan 
penegak hukum harus menangani masalah ini secara 
menyeluruh dan efektif.
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Based on the above discussion, this study aims to 
examine and analyze the juridical implications of land 
rights transfers through court decisions. Furthermore, 
this research will identify challenges and obstacles 
encountered in transferring land rights through 
court decisions and provide recommendations and 
solutions to address these issues. The findings of this 
study will contribute to assisting the government, law 
enforcement, and the community in resolving land 
rights disputes.

METHOD
This study uses normative legal research with 

conceptual, case, and comparative approaches (Qamar 
& Rezah, 2020). The legal materials used in this study 
include legislation, books, scientific law articles, and 
online materials discussing land rights disputes. The 
collection of legal materials is carried out using a 
literature study technique. The collected legal material 
is then qualitatively analyzed to describe the problem 
and answer study purposes (Sampara & Husen, 2016).

RESULTS AND DISCUSSION
Juridical Implications of Transfer of Land Rights 
through Court Decisions

The land is an essential natural resource for human 
life. Disputes often arise in communities over land 
rights transfers, especially when they do not comply 
with existing regulations (Hamzah & Mangarengi, 
2023). The legal implications of transferring land rights 
through court decisions with binding force (inkracht) 
are crucial topics to analyze to understand how legal 
certainty can be provided to disputing parties and the 
impact of such decisions. 

Disputes Over the Transfer of Land that Do Not 
Follow Regulations

Transfer of land rights that do not follow regulations 
frequently occurs in communities, involving various 
types of infringements such as transfers through sales 
that do not meet the requirements and conditions 
regulated in Law Number 5 of 1960 and implement 
regulations (Syam & Muzakkir, 2022). For instance, 
Decision Number 283/Pdt.G/2014/PN.Bks reveals a 
land rights transfer based on fraudulent documents 
created by the Acting Head of Jatibening Village. The 
case has gone through a dispute resolution in court up 
to the reconsideration level: Decision Number 330 PK/
Pdt/2018. Rachmania et al. (2019) concluded that the 
certificate issued based on these fake documents meets 
the certificate acquisition requirements.

Decision Number 21/Pdt.G/2021/PN.Mgl, Decision 
Number 11/Pdt/2022/PT.Tjk, Decision Number 2780 

Berdasarkan pembahasan di atas, penelitian 
ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis 
implikasi yuridis dari peralihan hak atas tanah melalui 
putusan pengadilan. Selanjutnya, penelitian ini akan 
mengidentifikasi tantangan dan hambatan yang 
dihadapi dalam pengalihan hak atas tanah melalui 
putusan pengadilan dan memberikan rekomendasi 
dan solusi untuk mengatasi masalah tersebut. 
Temuan penelitian ini akan memberikan kontribusi 
untuk membantu pemerintah, penegak hukum, dan 
masyarakat menyelesaikan sengketa hak atas tanah.

METODE
Penelitian ini menggunakan penelitian hukum 

normatif dengan pendekatan konseptual, kasus, dan 
perbandingan. Bahan hukum yang digunakan dalam 
penelitian ini meliputi peraturan perundang-undangan, 
buku dan artikel ilmiah hukum, dan bahan-bahan 
online yang membahas tentang sengketa hak atas 
tanah. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan 
menggunakan teknik studi literatur. Bahan hukum 
yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif 
untuk mendeskripsikan masalah dan menjawab tujuan 
penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Implikasi Yuridis dari Peralihan Hak Atas Tanah 
melalui Putusan Pengadilan

Tanah merupakan sumber daya alam yang penting 
bagi kehidupan manusia. Sengketa sering muncul dalam 
masyarakat atas pengalihan hak atas tanah, terutama 
ketika mereka tidak mematuhi peraturan yang ada. 
Implikasi hukum pengalihan hak atas tanah melalui 
putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap 
(inkracht) menjadi topik yang krusial untuk dianalisis 
guna memahami bagaimana kepastian hukum dapat 
diberikan kepada para pihak yang bersengketa dan 
dampak dari putusan tersebut.

Sengketa Peralihan Hak Atas Tanah yang Tidak 
Sesuai Peraturan

Peralihan hak atas tanah yang tidak sesuai 
peraturan sering terjadi di masyarakat, meliputi 
berbagai jenis pelanggaran seperti pengalihan melalui 
penjualan yang tidak memenuhi syarat dan ketentuan 
yang diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 1960 dan 
peraturan pelaksanaannya. Misalnya, Putusan Nomor 
283/Pdt.G/2014/PN.Bks mengungkapkan pengalihan 
hak atas tanah berdasarkan surat palsu yang dibuat 
oleh Plt Kepala Desa Jatibening. Perkara tersebut telah 
melalui penyelesaian sengketa di pengadilan sampai 
dengan peninjauan kembali: Putusan Nomor 330 PK/
Pdt/2018. Rachmania et al., menyimpulkan bahwa 
sertifikat yang diterbitkan berdasarkan dokumen palsu 
tersebut memenuhi persyaratan perolehan sertifikat.

Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN.Mgl, Putusan 
Nomor 11/Pdt/2022/PT.Tjk, Putusan Nomor 2780 K/
Pdt/2022 juga mengungkapkan kondisi peralihan hak 
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K/Pdt/2022 also revealed the condition of transferring 
land rights through making a private agreement. In 
some cases, such disputes may not be known to the 
disputing parties or third parties with legal interests 
related to the land. 

Transferring land rights that are not under 
regulations can create legal uncertainty and harm the 
involved parties. Parties must understand and follow 
regulations to ensure smooth land rights transfers 
under the legislation. In addition, appropriate, 
effective, and fair handling is necessary to resolve these 
land rights transfer disputes, creating justice and legal 
certainty for all involved parties.

Legal Certainty Provided by Court Decisions with 
Binding Force (Inkracht)

In resolving the transfer of land rights that do not 
follow regulations, disputing parties often choose court 
proceedings as a means of resolution, perceived to 
provide justice and legal certainty (Sari, 2020). Courts 
have the authority to examine, investigate, and decide 
disputes over land rights transfers based on applicable 
legislation and evidence presented by the parties.

The dispute resolution process in court involves 
several stages, from mediation, and trial examination, 
to court decisions. Mediation is the initial stage aimed 
at seeking a peaceful solution between disputing 
parties with the help of a mediator. If mediation fails, 
the process proceeds to trial, where parties submit 
evidence and witness testimony to convince the judge 
of their claim’s validity.

Furthermore, inkracht court decisions provide 
legal certainty, including determining land ownership 
status, recognizing disputing parties’ rights, and 
affirming their obligations. Additionally, the legal 
certainty provided by inkracht court decisions is 
crucial for creating a conducive investment climate 
and increasing public confidence in the existing legal 
system. This legal certainty allows disputing parties 
to understand their rights and obligations, reducing 
potential conflicts in the future. Thus, inkracht court 
decisions can provide significant benefits, not only for 
the disputing parties but also for the general public and 
the economy as a whole.

Impact on the Disputing Parties on Inkracht Court 
Decisions

Although inkracht court decisions can provide 
legal certainty, there may be some negative impacts on 
the disputing parties. One such negative impact is the 
perceived injustice by one party due to the decision. 

atas tanah melalui pembuatan akta di bawah tangan. 
Dalam beberapa kasus, sengketa tersebut mungkin 
tidak diketahui oleh para pihak yang bersengketa atau 
pihak ketiga yang memiliki kepentingan hukum terkait 
dengan tanah tersebut. 

Pengalihan hak atas tanah yang tidak sesuai 
dengan peraturan dapat menimbulkan ketidakpastian 
hukum dan merugikan para pihak yang terlibat. Para 
pihak harus memahami dan mengikuti peraturan untuk 
memastikan kelancaran pengalihan hak atas tanah 
berdasarkan peraturan perundang-undangan. Selain 
itu, penanganan yang tepat, efektif, dan adil diperlukan 
untuk menyelesaikan sengketa pengalihan hak atas 
tanah ini, menciptakan keadilan dan kepastian hukum 
bagi semua pihak yang terlibat.

Kepastian Hukum yang Diberikan oleh Putusan 
Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap (Inkracht)

Dalam penyelesaian peralihan hak atas tanah 
yang tidak sesuai dengan peraturan, para pihak yang 
bersengketa seringkali memilih jalur pengadilan 
sebagai sarana penyelesaian yang dianggap dapat 
memberikan keadilan dan kepastian hukum. Pengadilan 
berwenang memeriksa, menyelidiki, dan memutus 
sengketa peralihan hak atas tanah berdasarkan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan 
bukti-bukti yang diajukan para pihak.

Proses penyelesaian sengketa di pengadilan 
melibatkan beberapa tahapan, mulai dari mediasi, 
pemeriksaan persidangan, hingga putusan pengadilan. 
Mediasi merupakan tahap awal yang bertujuan untuk 
mencari penyelesaian secara damai antara pihak-pihak 
yang bersengketa dengan bantuan mediator. Jika mediasi 
gagal, proses berlanjut ke persidangan, di mana para 
pihak mengajukan bukti dan keterangan saksi untuk 
meyakinkan hakim tentang keabsahan klaim mereka.

Selanjutnya, putusan pengadilan inkracht 
memberikan kepastian hukum, antara lain menentukan 
status kepemilikan tanah, mengakui hak para pihak yang 
bersengketa, dan menegaskan kewajibannya. Selain 
itu, kepastian hukum yang diberikan oleh putusan 
pengadilan inkracht sangat penting untuk menciptakan 
iklim investasi yang kondusif dan meningkatkan 
kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum yang 
ada. Kepastian hukum ini memungkinkan para pihak yang 
bersengketa untuk memahami hak dan kewajibannya, 
sehingga mengurangi potensi konflik di kemudian hari. 
Dengan demikian, putusan pengadilan inkracht dapat 
memberikan manfaat yang besar, tidak hanya bagi para 
pihak yang bersengketa tetapi juga bagi masyarakat 
umum dan perekonomian secara keseluruhan.

Dampak bagi Para Pihak yang Bersengketa atas 
Putusan Pengadilan Inkracht

Walaupun putusan pengadilan inkracht dapat 
memberikan kepastian hukum, namun dapat 
menimbulkan beberapa dampak negatif bagi para 
pihak yang bersengketa. Salah satu dampak negatif 
tersebut adalah dirasakannya ketidakadilan oleh salah 
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This condition can occur if the decision does not reflect 
the existing facts and evidence or does not consider 
other important aspects, such as the rights of third 
parties affected by the court decision (Utama, 2017). In 
this regard, Decision Number 24/Pdt.Bth/2020/PN.Sdk 
contains a situation where a third party is harmed by 
Decision Number 590/Pdt/2019/PT.Mdn.

Furthermore, inkracht court decisions can lead 
to unwanted legal consequences, such as sanctions 
or obligations that must be fulfilled by the parties, 
potentially burdening the losing party financially or 
psychologically. In some cases, inkracht court decisions 
can also negatively impact relationships between 
disputing parties, especially if the dispute involves 
close family or business relationships. Decision Number 
35/Pdt.G/2018/PN.Sdk and Decision Number 590/
Pdt/2019/PT.Mdn are examples of disputes over land 
rights transfers involving family parties. Therefore, 
disputing parties and law enforcement must consider 
and anticipate these negative impacts to ensure a fair 
and balanced dispute resolution process that achieves 
the desired legal certainty.

While there may be negative impacts, inkracht court 
decisions have several positive effects on the disputing 
parties. One of the most significant positive impacts 
is fair and just dispute resolution. Inkracht court 
decisions result from a comprehensive examination 
process based on applicable legislation perceived to 
accommodate the interests and rights of the parties 
fairly. Another positive impact is the protection of the 
disputing parties’ rights (Indera & Budhisulistyawati, 
2020). Inkracht court decisions can provide legal 
certainty and protect the rights of those involved in 
disputes over land rights transfers, such as ownership 
rights, usage rights, and other relevant rights.

Additionally, inkracht court decisions can serve 
as a deterrent for similar disputes in the future. The 
legal certainty resulting from these decisions can guide 
society in handling land rights transfers and minimize 
potential conflicts arising from land rights transfer 
issues. Thus, the positive impacts of inkracht court 
decisions become a critical consideration for disputing 
parties in determining the desired dispute resolution 
path and a basis for law enforcement and government 
to optimize the dispute resolution system for land 
rights transfers through the courts.

satu pihak akibat putusan tersebut. Kondisi ini dapat 
terjadi jika putusan tidak mencerminkan fakta dan 
bukti yang ada atau tidak mempertimbangkan aspek 
penting lainnya, seperti hak pihak ketiga yang terkena 
dampak putusan pengadilan. Sehubungan dengan hal 
tersebut, Putusan Nomor 24/Pdt.Bth/2020/PN.Sdk 
memuat situasi pihak ketiga dirugikan oleh Putusan 
Nomor 590/Pdt/2019/PT.Mdn.

Lebih jauh lagi, putusan pengadilan inkracht dapat 
menimbulkan akibat hukum yang tidak diinginkan, 
seperti sanksi atau kewajiban yang harus dipenuhi 
oleh para pihak, yang berpotensi membebani pihak 
yang kalah secara finansial maupun psikologis. Dalam 
beberapa kasus, putusan pengadilan inkracht juga 
dapat berdampak negatif terhadap hubungan antara 
pihak-pihak yang bersengketa, terutama jika sengketa 
tersebut melibatkan hubungan keluarga atau bisnis 
yang dekat. Putusan 35/Pdt.G/2018/PN.Sdk dan 
Putusan Nomor 590/Pdt/2019/PT.Mdn merupakan 
contoh sengketa pengalihan hak atas tanah yang 
melibatkan pihak keluarga. Oleh karena itu, para 
pihak yang bersengketa dan penegak hukum harus 
mempertimbangkan dan mengantisipasi dampak 
negatif tersebut untuk memastikan proses penyelesaian 
sengketa yang adil dan berimbang sehingga tercapai 
kepastian hukum yang diinginkan.

Meskipun mungkin ada dampak negatif, putusan 
pengadilan inkracht memiliki beberapa dampak 
positif bagi para pihak yang bersengketa. Salah 
satu dampak positif yang paling signifikan adalah 
penyelesaian sengketa yang adil dan berkeadilan. 
Putusan pengadilan inkracht merupakan hasil dari 
proses pemeriksaan secara menyeluruh berdasarkan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku yang 
dianggap dapat mengakomodir kepentingan dan 
hak para pihak secara adil. Dampak positif lainnya 
adalah perlindungan terhadap hak-hak para pihak 
yang bersengketa. Putusan pengadilan inkracht dapat 
memberikan kepastian hukum dan melindungi hak-
hak pihak yang terlibat dalam sengketa peralihan hak 
atas tanah, seperti hak milik, hak pakai, dan hak terkait 
lainnya.

Selain itu, putusan pengadilan inkracht dapat 
berfungsi sebagai pencegah perselisihan serupa di masa 
mendatang. Kepastian hukum yang dihasilkan dari 
putusan-putusan tersebut dapat menjadi pedoman bagi 
masyarakat dalam menangani peralihan hak atas tanah 
dan meminimalisir potensi konflik yang timbul akibat 
persoalan peralihan hak atas tanah. Dengan demikian, 
dampak positif putusan pengadilan inkracht menjadi 
pertimbangan kritis para pihak yang bersengketa 
dalam menentukan jalur penyelesaian sengketa 
yang diinginkan dan menjadi landasan bagi penegak 
hukum dan pemerintah untuk mengoptimalkan sistem 
penyelesaian sengketa pengalihan hak atas tanah 
melalui pengadilan.
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Challenges and Obstacles in the Implementation of 
Court Decisions

In dispute resolution for land rights transfers, 
inkracht court decisions are crucial in creating legal 
certainty and positively impacting the disputing 
parties (Ningrum, 2014). However, executing land 
rights transfers based on inkracht court decisions 
often encounters challenges and obstacles that must 
be overcome. Therefore, discussing the challenges and 
obstacles faced in executing land rights transfers based 
on inkracht court decisions is essential. Moreover, 
collaboration among involved parties, law enforcement, 
and government is emphasized in creating an effective, 
fair, and just dispute resolution system.

Challenges in Implementing Inkracht Court 
Decisions

Implementing inkracht court decisions in the 
context of land rights transfers often faces several 
challenges that must be addressed. One of the main 
challenges is coordination among institutions, such as 
between courts, land agencies, and local governments. 
Effective and efficient cooperation among these 
institutions ensures that the execution process runs 
smoothly and complies with applicable regulations 
(Hartati & Syafrida, 2021).

Furthermore, determining land boundaries 
is another challenge frequently encountered in 
implementing inkracht court decisions. Unclear land 
boundaries can lead to conflicts between the parties 
or even with third parties not involved in the initial 
dispute. Therefore, the process of clarifying land 
boundaries must be carried out carefully to prevent 
new disputes from arising.

Lastly, dispute resolution with third parties 
potentially affected by the court decision is another 
challenge that needs to be addressed. In some cases, 
third parties who feel their rights have been overlooked 
due to the court decision may file new lawsuits or 
protests, thus hindering the execution process for land 
rights transfers. Overcoming this challenge requires a 
comprehensive and inclusive approach and wisdom in 
law enforcement.

Bureaucratic Obstacles in Executing Court Decisions

In executing inkracht court decisions related to land 
rights transfers, bureaucratic obstacles often hinder 
the smooth progression of the process. Complicated 
and convoluted administrative procedures can slow 
dispute resolution, leading to legal uncertainty for the 
disputing parties (Busyro & Rangkuti, 2019).

Furthermore, delays in issuing documents, such as 
land rights certificates, constitute frequent bureaucratic 

Tantangan dan Hambatan dalam Pelaksanaan 
Putusan Pengadilan

Dalam penyelesaian sengketa peralihan hak atas 
tanah, putusan pengadilan inkracht sangat penting 
dalam menciptakan kepastian hukum dan berdampak 
positif bagi para pihak yang bersengketa. Namun 
pelaksanaan peralihan hak atas tanah berdasarkan 
putusan pengadilan inkracht seringkali menemui 
tantangan dan hambatan yang harus diatasi. Oleh 
karena itu, pembahasan mengenai tantangan dan 
hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan peralihan 
hak atas tanah berdasarkan putusan pengadilan 
inkracht menjadi penting. Selain itu, kerjasama 
antar pihak terkait, penegak hukum, dan pemerintah 
ditekankan dalam menciptakan sistem penyelesaian 
sengketa yang efektif, adil, dan berkeadilan.

Tantangan dalam Melaksanakan Putusan 
Pengadilan Inkracht

Pelaksanaan putusan pengadilan inkracht dalam 
rangka peralihan hak atas tanah seringkali menghadapi 
beberapa tantangan yang harus dihadapi. Salah satu 
tantangan utama adalah koordinasi antar lembaga, 
seperti antara pengadilan, badan pertanahan, dan 
pemerintah daerah. Kerja sama yang efektif dan efisien 
antar lembaga ini memastikan proses eksekusi berjalan 
lancar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selain itu, penentuan batas tanah merupakan 
tantangan lain yang sering ditemui dalam pelaksanaan 
putusan pengadilan inkracht. Batas tanah yang tidak 
jelas dapat menimbulkan konflik antara para pihak 
atau bahkan dengan pihak ketiga yang tidak terlibat 
dalam sengketa awal. Oleh karena itu, proses kejelasan 
batas tanah harus dilakukan secara hati-hati untuk 
mencegah timbulnya sengketa baru.

Terakhir, penyelesaian sengketa dengan pihak 
ketiga yang berpotensi dipengaruhi oleh putusan 
pengadilan merupakan tantangan lain yang perlu 
diatasi. Dalam beberapa kasus, pihak ketiga yang 
merasa terabaikan haknya akibat putusan pengadilan 
dapat mengajukan gugatan atau protes baru, sehingga 
menghambat proses eksekusi pengalihan hak atas 
tanah. Mengatasi tantangan ini membutuhkan 
pendekatan dan kebijaksanaan yang komprehensif dan 
inklusif dalam penegakan hukum.

Hambatan Birokrasi dalam Melaksanakan Putusan 
Pengadilan

Dalam menjalankan putusan pengadilan inkracht 
terkait peralihan hak atas tanah, hambatan birokrasi 
seringkali menghambat kelancaran prosesnya. 
Prosedur administrasi yang rumit dan berbelit-belit 
dapat memperlambat penyelesaian sengketa, yang 
menyebabkan ketidakpastian hukum bagi para pihak 
yang bersengketa.

Selain itu, keterlambatan penerbitan dokumen, 
seperti sertifikat hak atas tanah, sering menjadi 
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obstacles. These delays result from various factors, 
such as discrepancies in data between land agencies 
and courts and limitations in human resources 
and technology within the relevant institutions. 
Consequently, disputing parties must endure lengthy 
waits to obtain legal certainty regarding land rights 
transfers.

Lastly, inefficient inter-agency coordination also 
challenges executing inkracht court decisions. Often, 
institutions involved in dispute resolution, such as 
courts, land agencies, and local governments, lack well-
integrated and effective coordination mechanisms, 
resulting in obstructed and ineffective execution 
processes.

Social and Cultural Factors
In addition to bureaucratic obstacles, social and 

cultural factors also influence the execution of inkracht 
court decisions in the context of land rights transfers. 
Local customs and traditions in communities often play 
a role in dispute resolution. Sometimes, these customs 
and traditions may conflict with court decisions, 
leading to clashes between formal and customary law 
applications (Pradhani, 2021).

Furthermore, community dynamics significantly 
impact the execution of court decisions. Public attitudes 
towards law enforcement and government, including 
perceptions of fairness and the performance of legal 
institutions, can influence the level of compliance 
and community support in executing inkracht court 
decisions. This situation can obstruct the process of 
land rights transfers and give rise to potential new 
conflicts.

Lastly, to overcome these social and cultural 
barriers, an inclusive and participatory approach is 
needed, involving communities and local stakeholders 
in the execution of court decisions. This approach aims 
to create fair solutions that accommodate the interests 
of various parties, ensuring the sustainability and 
acceptance of court decisions within communities.

Implications for Economic Aspects
Obstacles in executing inkracht court decisions 

related to land rights transfers cause uncertainty for 
economic aspects. This uncertainty reduces public and 
investor confidence in a country’s legal system and law 
enforcement (Peturun, 2023). This condition, in turn, 
can affect the investment climate and economic growth.

Furthermore, financial losses also represent a 
significant economic implication to consider. Obstacles 
in executing inkracht court decisions oftener require 
additional time, resources, and costs for the disputing 
parties. Moreover, protracted conflicts due to barriers 
in executing court decisions can decrease the disputed 

hambatan birokrasi. Keterlambatan ini disebabkan 
oleh berbagai faktor, seperti perbedaan data antara 
badan pertanahan dan pengadilan serta keterbatasan 
sumber daya manusia dan teknologi di dalam lembaga 
terkait. Akibatnya, para pihak yang bersengketa harus 
menunggu lama untuk mendapatkan kepastian hukum 
tentang peralihan hak atas tanah.

Terakhir, koordinasi antar lembaga yang tidak 
efisien juga menjadi hambatan dalam pelaksanaan 
putusan pengadilan inkracht. Seringkali, lembaga 
yang terlibat dalam penyelesaian sengketa, seperti 
pengadilan, badan pertanahan, dan pemerintah daerah, 
tidak memiliki mekanisme koordinasi yang terintegrasi 
dengan baik dan efektif, sehingga proses eksekusi 
menjadi terhambat dan tidak efektif.

Faktor Sosial dan Budaya
Selain hambatan birokrasi, faktor sosial dan 

budaya juga mempengaruhi pelaksanaan putusan 
pengadilan inkracht dalam rangka pengalihan hak 
atas tanah. Adat dan tradisi lokal dalam masyarakat 
sering berperan dalam penyelesaian sengketa. Kadang-
kadang, adat dan tradisi ini dapat bertentangan dengan 
putusan pengadilan, yang menyebabkan perselisihan 
antara penerapan hukum formal dan adat.

Selain itu, dinamika masyarakat berdampak 
signifikan terhadap pelaksanaan putusan pengadilan. 
Sikap masyarakat terhadap penegak hukum dan 
pemerintah, termasuk persepsi tentang keadilan 
dan kinerja lembaga hukum, dapat mempengaruhi 
tingkat kepatuhan dan dukungan masyarakat dalam 
melaksanakan putusan pengadilan inkracht. Keadaan 
ini dapat menghambat proses peralihan hak atas tanah 
dan menimbulkan potensi konflik baru.

Terakhir, untuk mengatasi hambatan sosial dan 
budaya tersebut, diperlukan pendekatan yang inklusif 
dan partisipatif, dengan melibatkan masyarakat dan 
pemangku kepentingan lokal dalam pelaksanaan 
putusan pengadilan. Pendekatan ini bertujuan untuk 
menciptakan solusi yang adil yang mengakomodasi 
kepentingan berbagai pihak, menjamin kesinambungan 
dan penerimaan putusan pengadilan dalam masyarakat.

Implikasi terhadap Aspek Ekonomi
Hambatan dalam melaksanakan putusan pengadilan 

inkracht terkait peralihan hak atas tanah menyebabkan 
ketidakpastian aspek ekonomi. Ketidakpastian ini 
mengurangi kepercayaan publik dan investor terhadap 
sistem hukum dan penegakan hukum suatu negara. 
Kondisi ini pada gilirannya dapat mempengaruhi iklim 
investasi dan pertumbuhan ekonomi.

Selain itu, kerugian finansial juga merupakan 
implikasi ekonomi yang signifikan untuk 
dipertimbangkan. Hambatan dalam mengeksekusi 
putusan pengadilan inkracht seringkali membutuhkan 
tambahan waktu, tenaga, dan biaya bagi para pihak 
yang berselisih. Selain itu, konflik yang berlarut-
larut akibat hambatan dalam mengeksekusi putusan 
pengadilan dapat menurunkan nilai ekonomi tanah 
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land’s economic value, affecting productivity and the 
welfare of the surrounding community.

Lastly, addressing these legal and economic 
implications requires a comprehensive effort from the 
government, law enforcement, and parties involved in 
land rights transfer disputes. Some measures that can be 
taken include improving regulations, enhancing inter-
agency coordination, and increasing law enforcement 
capacity.

Efforts to Improve the Court Decision Execution 
System

It is necessary to refine the execution system 
involving various parties to address challenges and 
obstacles in executing inkracht court decisions related 
to land rights transfers. One effort can be made to 
simplify the existing administrative and bureaucratic 
procedures, making it easier for disputing parties to 
undergo the court decision execution process (Joni, 
2016).

Furthermore, enhancing coordination between 
agencies involved in dispute resolution is crucial. Good 
and integrated coordination will help expedite the court 
decision execution process and ensure compliance 
with applicable legal provisions. This condition can be 
achieved by optimizing the role of local governments 
and land agencies in bridging communication between 
courts and other relevant institutions.

Lastly, strengthening law enforcement capacity 
is also vital in improving the court decision execution 
system. Enhancing law enforcers’ understanding of 
land laws, related regulations, and dispute resolution 
mechanisms will assist them in making fair and 
appropriate decisions while increasing public trust in 
the land rights transfer dispute resolution system.

CONCLUSIONS AND SUGGESTIONS
Based on the results and discussion, the dispute 

resolution of land rights transfers through inkracht 
court decisions can provide legal certainty and positive 
impacts for the disputing parties. However, some 
negative effects need to be anticipated and managed 
effectively. Furthermore, challenges and obstacles 
are faced when executing land rights transfers based 
on inkracht court decisions, necessitating efforts 
to improve the court decision enforcement system. 
In this regard, it is crucial to address bureaucratic 
barriers, social and cultural factors, and the 
economic implications. Improving the court decision 
enforcement system involves the active participation of 
the government, law enforcement, land agencies, and 
parties involved in land rights transfer disputes. Based 

sengketa, sehingga berdampak pada produktivitas dan 
kesejahteraan masyarakat sekitar.

Terakhir, penanganan implikasi hukum dan 
ekonomi ini membutuhkan upaya yang komprehensif 
dari pemerintah, penegak hukum, dan pihak-pihak 
yang terlibat dalam sengketa pengalihan hak atas 
tanah. Beberapa langkah yang dapat dilakukan antara 
lain dengan menyempurnakan regulasi, meningkatkan 
koordinasi antar lembaga, dan meningkatkan kapasitas 
penegakan hukum.

Upaya Penyempurnaan Sistem Pelaksanaan 
Putusan Pengadilan

Perlu dilakukan penyempurnaan sistem 
pelaksanaan yang melibatkan berbagai pihak 
untuk menjawab tantangan dan hambatan dalam 
mengeksekusi putusan pengadilan inkracht terkait 
peralihan hak atas tanah. Salah satu upaya yang 
dapat dilakukan adalah penyederhanaan prosedur 
administrasi dan birokrasi yang ada, sehingga 
memudahkan para pihak yang bersengketa untuk 
menjalani proses eksekusi putusan pengadilan.

Selain itu, peningkatan koordinasi antar lembaga 
yang terlibat dalam penyelesaian sengketa sangat 
penting. Koordinasi yang baik dan terpadu akan 
membantu memperlancar proses eksekusi putusan 
pengadilan dan memastikan kepatuhan terhadap 
ketentuan hukum yang berlaku. Kondisi ini dapat dicapai 
dengan mengoptimalkan peran pemerintah daerah dan 
lembaga pertanahan dalam menjembatani komunikasi 
antara pengadilan dan lembaga terkait lainnya.

Terakhir, penguatan kapasitas penegakan hukum 
juga penting dalam meningkatkan sistem pelaksanaan 
putusan pengadilan. Peningkatan pemahaman para 
penegak hukum tentang undang-undang pertanahan, 
peraturan terkait, dan mekanisme penyelesaian 
sengketa akan membantu mereka dalam membuat 
keputusan yang adil dan tepat sekaligus meningkatkan 
kepercayaan publik terhadap sistem penyelesaian 
sengketa pengalihan hak atas tanah.

KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan hasil dan pembahasan, penyelesaian 

sengketa peralihan hak atas tanah melalui putusan 
pengadilan inkracht dapat memberikan kepastian 
hukum dan dampak positif bagi para pihak yang 
bersengketa. Namun, beberapa efek negatif perlu 
diantisipasi dan dikelola secara efektif. Selain 
itu, tantangan dan kendala yang dihadapi dalam 
pelaksanaan peralihan hak atas tanah berdasarkan 
putusan pengadilan inkracht, memerlukan upaya untuk 
memperbaiki sistem penegakan putusan pengadilan. 
Dalam hal ini, sangat penting untuk mengatasi hambatan 
birokrasi, faktor sosial dan budaya, dan implikasi 
ekonomi. Pembenahan sistem penegakan putusan 
pengadilan melibatkan partisipasi aktif pemerintah, 
penegak hukum, lembaga pertanahan, dan pihak-pihak 
yang terlibat dalam sengketa pengalihan hak atas tanah. 
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on this conclusion, it is recommended that parties 
involved in land rights transfer disputes consider 
the negative impacts of inkracht court decisions by 
collaborating with law enforcement. Moreover, the 
government should increasingly create an effective, 
fair, and just dispute resolution system. Through good 
cooperation and coordination among agencies and 
enhanced law enforcement capacity, it is hoped that the 
land rights transfer dispute resolution system can create 
legal certainty and promote the economic value growth 
of disputed land, ultimately impacting the productivity 
and welfare of the surrounding community.
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